
 

BUPATI  KUDUS 
 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR : 16 TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014  
 

BUPATI KUDUS, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014; 
  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
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  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4664); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
 

  13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 
 

  14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program 
Pembangunan yang Berkeadilan; 
 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 
 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422); 
 

  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3); 

 
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus  Nomor 3 Tahun 2007 

tentag Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 
 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 107); 
 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113); 
 

  22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2012 tentang 
Program Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2014 (Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 41); 

    
M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2014. 
 

  Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
 

2. Bupati adalah Bupati Kudus. 
 

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 
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4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus. 

   
Pasal 2 

 
(1) RKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Program 

Indikatif Kabupaten Kudus Tahun 2014 dan berpedoman pada 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2005-2025. 

 
(2) RKPD Tahun 2014 memuat rancangan kerangka ekonomi 

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan 
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat. 

 
(3) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi dasar Penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka 
Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014. 

 
  Pasal 3 

 
RKPD Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

  Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kudus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 31 Mei 2013 25 Mei 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 
 
 
 
 

NOOR YASIN 
 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 30 Mei 2013 24 
Mei 2012 
 

BUPATI  KUDUS, 
 
 
 
 

M U S T H O F A 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013 NOMOR 16 
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